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@/}ALIK KABUMI,
Menimbang g bah ngan telah ditetapkannya Rumah Sakit

um_ Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota

abuml sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
@ g menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
yanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh,

maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan

pengelolaan keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabumi;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum,
maka petunjuk pengelolaan keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H. perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Sukabumi;



Mengingat L

4.

Vg

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 T{hun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun

1950 (Lembaran Negara R'k degesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan e ran = Republik
Indonesia Nomor 551); @

b,

Undang-Undang 17 Tahvn 2003 tentang

Keuangan Negara mbar@Negara Republik
a

Indonesia tahu 3 Nomo mbahan Lembaran
Negara Repu ones or 4286);

Undang, @_ Nor@ 1 Tahun 2004 tentang
Perbeng an Negara (Lembaran Negara Republik
Indoahun omor 5, Tambahan Lembaran

Negaralkepubl nesia Nomor 4355);

ng—U Nomor 32 Tahun 2004 tentang
% pherint Daerah (Lembaran Negara Republik

do ahun 2004 Nomor 125, Tambahan

gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

@Lem raf)“Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
§; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4483);

6. Peraturan ......



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48);

Peraturan Pemerintah Nomor 58{fahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daer mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2 m

r 140, Tambahan
Lembaran Negara Republiz esia r 4578);
Peraturan Daerah a abum ?nor 2 Tahun
2008 tentang Urul merintah¥ Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah ukab Tahun 2008 Nomor
2); @ @
Peraturan Pagrak’ Ko %%abumi Nomor 6 Tahun
2008 ta @ yentang “Rembentukan dan Susunan
erangkdt Daerah Kota Sukabumi

Daer@ ota Sukabumi Tahun 2008

QO

teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

sebagintpha telah diubah dengan Peraturan Menteri

Memperhatikan :
06 g%g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<

egeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

uangan Daerah;

Dala
bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan .......



Menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/
SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
barang dan Jasa pada Instansi\Pemerintah Pola
Pengelolaan Keuangan Badan<layapan Umum di
Lingkungan Departemen Kesej

Peraturan  Dirjen Per a a a omor DPer-
67/PB/2007 tentang eng1 Yeodasian Laporan
Keuangan Badan La Dalam Laporan
Keuangan Kementerian aga;

Peraturan erbé@aan Nomor  Per-
50/PB/2007 k™Pelaksanaan Pengelolaan

Penerim Q. ajak (PNBP) Oleh Satuan
Kerja { Pem h Yang Menerapkan Pola
Pengel eua adan Layanan Umum (PK-

BLU

a W Sukabuml Nomor 24. Tahun 2009
Po a Kelola Rumah Sakit Umum Daerah

z UD yamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai

S tua efjl Perangkat Daerah yang menerapkan pola
relotasn Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Béfifa Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24).

"O
@

@ MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI
YANG  MENERAPKAN  POLA  PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-
BLUD).



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang d dengan
1. Daerah adalah Kota Sukabug@;

2. Pemerintahan Daera en e@%&raam urusan
pemerintahan oleh mgrintah dagrah dan DPRD

menurut asas otonom1 tug mbantuan dengan
prinsip otonomi, seluas- luas dalam sistem dan
prinsip Negaesat Repubhk Indonesia
sebagalman @ Undang-Undang Dasar
Negara dones1 hun 1945.

3. Pemeri aera ah Walikota dan perangkat
dae ‘b agal penyelenggara Pemerintahan
D

h Sak um Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota
abu @rang selanjutnya disingkat RSUD. R.

H. adalah satuan kerja perangkat daerah di

hn un Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola

gé P lolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

LUD).

Dewan Pengawas RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang
selan]utnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang
bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap pengelolaan RSUD R. Syamsudin, S.H.

6. Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabumi.

7. Pengelolaan ......



7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah kegiatan yang
meliputi Perencanaan dan penganggaran, dokumen
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja,
Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang,
investasi, pengelolaan barang, akuntasnsi dan pelaporan
serta pertanggung jawaban, akugtabilitas kinerja,
surplus dan defisit.

8. Pola Pengelolaan Keuanga @{1 L n Umum
Daerah, yang d1s1ngkat’ dalah pola
pengelolaan keuanga mem@* \. fleksibilitas
berupa keleluasaan u enerapkal! praktek-praktek
bisnis yang sehat un men{¥gRatkan pelayanan,
kepuasan kepada arakat rangka memajukan
kesejahteraan L@, dan erdasakan kehidupan

bangsa, sep Q ian dari  ketentuan
pengelol@ gan negagy pada umumnya.

9. PejabatRengglolaa angan Daerah, yang disingkat
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
da t Daerah Kota Sukabumi yang

1 g2 elaksanakan pengelolaan keuangan
dan dak sebagai Bendahara Umum Daerah.

@enca ja Anggaran yang disingkat RKA adalah

Renga an Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

%g—UHdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
gan Negara;

@Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD R. Syamsudin, S.H.

yang selanjutnya disingkat RBA RSUD. R. Syamsudin,
S.H. adalah dokumen angaran perencanaan bisnis dan
penganggaran tahun anggaran bersangkutan yang berisi
program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD R.
Syamsudin, S.H.

12. Praktek ......
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12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu dan berkesinambungan.

13. Pembiayaan dan tarif adalah perhitdggan biaya per unit
(unit cost) layanan atau hasil estasi dana atas

pertimbangan kontinuitas dan/peéngeigbangan layanan,
daya beli masyarakat, azas k dan tutan serta
kompetisi yang sehat. @
A
14. Rencana strategis bisv@akup :
a. Visi, yaitu suatu gambaran @menantang tentang
a

e
keadaan ma an @risikam cita dan citra
yang ingin j dka@%

ang harus diemban atau

ses%21 visi yang ditetapkan, agar
anis pat terlaksana dan berhasil

;s, yaitu program yang berisi proses
yarg berorientasi pada hasil yang ingin
a kurun waktu 1 (satu) tahun sampai

de ‘ (lima) tahun dengan memperhitungkan
pozglsﬁﬁ peluang, dan kendala yang ada atau
ung

in timbul ; dan

%ﬂgukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran
@ ang dilakukan dengan menggambarkan apakah

hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan
disertai analisis atas faktor-faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja
tahun berjalan.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kembali.

16. Belanja ......



16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembeali oleh BLUD.

17. Biaya adalah sejumlah pengeluaraq\yang mengurangi
ekuitas dana lancar untuk mem barang dan/atau
U

jasa untuk keperluan operasio

18. Investasi adalah penggunss » t1%®memperoleh
manfaat  ekonomis //yang dap meningkatkan
kemampuan BLUD apn ] rangka yanan kepada
masyarakat.

19. Basis akrual aasis@nsi yang mengakui
pengaruh trg i/ da r1 iwa lainnya pada saat
transaksi/g tiwa it

orjadi tanpa memperhatikan
saat ka ara ka@dapat atau dibayar.

yamsudin, S.H. adalah rekening
uang RSUD R. Syamsudin, S.H.
Direktur pada bank umum untuk
geluruh penerimaan pendapatan dan

k an yang merupakan gabungan keseluruhan
keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji
gai suatu entitas pelaporan.

@Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD R. Syamsudin,
SH. yang selanjutnya disingkat DPA RSUD R.
Syamsudin, S.H. adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan
kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
RSUD R. Syamsudin, S.H.

) 2 pengeluaran RSUD R. Syamsudin, S.H.
§ @;.L%i euangan konsolidasian adalah suatu laporan
&

23. Rencana ......
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23. Rencana Strategis Bisnis RSUD R. Syamsudin, S.H. yang
selanjutnya disingkat Renstra Bisnis RSUD R.
Syamsudin, S.H. adalah dokumen lima tahunan yang
memuat visi, misi, program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional
RSUD R. Syamsudin, S.H.

24. Praktek bisnis yang sehat enyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkand -, -kai anajemen
yang baik dalam rangk@rian nan yang

bermutu dan berkesin <

25. Nilai omset adalah “jdphlah luruh  pendapatan
operasional yang diterima oleg D R. Syamsudin,

S.H. yang bera i baxa an/atau hasil usaha
lainnya. a%
S

iva yang tercantum dalam

26. Nilai ase{); jumlah
neraca . Syamé%in, S.H. pada akhir suatu tahun
buku u, d erupakan bagian dari aset
g2 daer g tidak terpisahkan.
27. Tar¥ “sdalah i an atas barang dan/atau jasa yang
y UD R. Syamsudin, S.H. termasuk imbal
ajar dari investasi dana, dapat bertujuan
@ntnk emtup seluruh atau sebagian dari biaya per
§ ; uni@lay n.
% Q -

RENGELOLAAN KEUANGAN RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 2

(1) RSUD R. Syamsudin, S.H. wajib menyusun :
a. Renstra ......
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a. Renstra Bisnis RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan
mengacu kepada Rencana Strategis Daerah.

b. RBA RSUD R. Syamsudin, S.H. tahunan dengan
mengacu kepada Renstra{ WBisnis RSUD R

Syamsudin, S.H.
Renstra Bisnis RSUD R. Sya n, S. agaimana
dimaksud pada ayat (1) ercakyp pernyataan
visi, misi, program tegisy peng%an pencapaian
kinerja, rencana cApaian li tahunan dan

proyeksi keuangan 11 hum@SUD R. Syamsudin,
S.H.

Direktur w nyu A RSUD. R. Syamsudin,
SH. paglin bat 1 tu) bulan sebelum tahun
angg akhir.

(4) Ra an %‘! SUD R. Syamsudin, S.H.
8 ikan epada Kepala Daerah  untuk

@

2

apatgesahan.

Pasal 3

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

uat suatu gambaran yang menantang tentang

adaan masa depan yang berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
memuat sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya
dan berhasil dengan baik.
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(3) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2), memuat program yang berisi proses
kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang, dan kendala yag ada atau mungkin
timbul.

(4) Pengukuran encapalaner]a agalmana
dimaksud dalam Pasal p emu uran yang
dilakukan dengan mpe arka Qcapalan hasil
kegiatan dengan d i, analisis s faktor-faktor
internal  dan e @ mempengaruh1
tercapainya kin

(5) Rencana
dimaks
capalaxﬁ i

tahu

1ar1 tahunan sebagaimana
Pas ayat ), memuat rencana
pel@ an tahunan selama 5 (lima)

(6) Pr ke n lima tahunan sebagaimana
ud d asal 2 ayat (2), memuat perkiraan
keuangan tahunan selama 5 (lima)
% un
Bagian Kedua

@ g Penganggaran

Pasal 4

Penyusunan RBA RSUD R. Syamsudin, S.H. disusun
berdasarkan  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja,
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,
APBD dan APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD
R. Syamsudin, S.H. lainnya.

Pasal 5 ........
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Pasal 5

RBA RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari
program dan kegiatan RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan
berpedoman pada pengelolaan k&dangan RSUD R.

Syamsudin, S.H.
@Y, S
(1) RBA sebagaimana c@d dalam Pasal 5, memuat :

Kinerja tahymkerjalan;

Asumsi m@n m S

Target
An@'s@ perkiraaQbiaya satuan;
P

arga;

n per@ an dan biaya;

g. ran pr. e ambang batas;
an keuangan;

ju (forward estimate);
ngeluaran investasi/modal; dan

. Rj %san pendapatan dan biaya untuk
@ @ dasi dengan RKA-APBD.

2 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

an usulan program, kegiatan, standar pelayanan
inimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

™o oe

Pasal 7

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja
tahun berjalan.
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(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b antara lain meliputi tingkat
inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, tarif, dan
volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana din(ﬂ% dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, meliputy anta :: perkiraan

pencapaian kinerja pelayanam\ddd per keuangan

pada tahun yang direncan N
0

(4) Analisis dan perkiiaya sattfan sebagaimana
dimaksud dalam PasalN6-ayat (@ruf d, merupakan
perkiraan biaya perwnit peny@ arang dan/atau jasa
pelayanan yan@ika N ah memperhitungkan

seluruh kom

iayg olume barang dan/atau

ana dimaksud dalam Pasal 6
expakan estimasi harga jual produk
asa setelah memperhitungkan biaya
gkat margin yang ditentukan seperti

@,‘ nggar@n pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud
dal al 6 ayat (1) huruf f, merupakan rencana
a

é ran untuk seluruh kegiatan tahunan vyang
akan dalam satuan uang yang tercermin dari
ana pendapatan dan biaya.

@Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasioanal yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional RSUD R. Syamsudin, S.H.



(8) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan
realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada
laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sek@gaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, det@pakan perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun

direneanakan guna
memastikan kesinambungan p m daiatan yang
telah disetujui dan menjar epyusyian anggaran
tahun berikutnya. i Z T@g
(10) Rencana pengeluaran™~—irfvestas %}odal sebagaimana
dimaksud dalam al 6 aya uruf j, merupakan
rencana pengel ana
;!

%

emperoleh aset tetap.

(11) Ringkasagy patan an  biaya utuk konsolidasi
denga BD sebdgaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat tk, kan ringkasan pendapatan dan

biayy/datagt RB disesuaikan dengan format RKA -

% @ Pasal 8
BA @“\ﬁ Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud

al 6 disajikan sebagai bahan yang tidak

dal
é te%lhkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota

mi tentang APBD.

£9

R A  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 9

(1) RBA RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 disampaikan kepada PPKD untuk
selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran
Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

(2) RBA .......



-15-

(2) RBA RSUD R. Syamsudin, S.H. yang telah dilakukan
penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10%

Setelah Rancangan Peratura Dudrah @ng APBD
sebagaimana dimaksud asal ditetapkan

menjadi  Peraturan Z ﬁ%@ melakukan
penyesuaian terhadap (RBA) untuk ditetapkan menjadi

RBA definitif.

K

—
—
~

(2) RBA definitif .. an @sud pada ayat (1),
dipakai sebagaiddysar %sunan DPA RSUD R.
Syamsud'g, @'\mk d@an kepada PPKD.

% @%an Kedua

@DI’ :l@- D R. Syamsudin, S.H.
@ §@ Pasal 11

. Syamsudin, S.H. paling sedikit mencakup

Gopn &
§ j selyguh pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta

u%\ dan kualitas jasa dan atau barang yang akan
kan RSUD R. Syamsudin, S.H.

—

P KD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan
DPA RSUD R. Syamsudin, S.H. paling lambat tanggal 31
Desember menjelang awal tahun anggaran.

(3) Dalam hal DPA RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD,
Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat melakukan
pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA RSUD R.
Syamsudin, S.H. tahun sebelumnya.
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(4) DPA RSUD R. Syamsudin, S.H. yang telah disahkan
oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan Direktur antara lain memuat

kesanggupan untuk meningkatk § ;

kinerja pelayanan bagi % akxt;
kinerja keuangan dan an a

manfaat bagi layana akat; S

. menerapkan pr@ xs an%@at
(5) DPA RSUD R. Sya in, S. enjadi dasar dari
penarikan dana umber BN dan atau APBD
oleh RSUD R. dm
seba a dimaksud pada ayat (5),

(6) Penarilgn ¢
digu ntuk an]a pegawai, belanja modal,
bara ata dilakukan sesuai dengan

yan

anop

é
0

(7) 1ka untuk barang dan/atau jasa
q;

gai 1mal<sud pada ayat (6), sebagai selisih
umlah kas yang tersedia ditambah dengan
@ah s yang diharapkan dengan jumlah
pengeludran yang diproyeksikan dengan
perhatikan anggaran kas yang telah dtetapkan

@ DPA—RSUD.

@ Bagian Ketiga

Pendapatan dan Belanja
Pasal 12

Pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. bersumber dari :

a.jasa ...
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jasa layanan;

hibah;

hasil kerja sama dengan pihak lain;

APBD;

APBN;

lain-lain pendapatan RSUD R. Sy&iysudin, S.H. yang

sah.
¥, S
) Pendapatan RSUD R.@udm S.H! yang bersumber
&

dari jasa layanan seba ana di ud dalam Pasal 12
huruf a, berupa balan iperoleh dari jasa
layanan yang d1 ~ e . syarakat

) Pendapa ydln, S.H. yang bersumber

dari hi galma dimaksud dalam Pasal 12 huruf
b, dapa a hlb® at dan hibah tidak terikat.

(%

q wa dan usaha lainnya yang mendukung
@gas @ gsi RSUD R. Syamsudin, S.H.

G

®

) P patan RSUD R. Syamsudin, S.H. yang bersumber
PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
rupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit
anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan
pemblayaan APBD.

) Pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. yang bersumber
dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah
Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
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(6) RSUD R. Syamsudin, S.H. dalam melaksanakan
anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses
pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam pelaksanaan A .
(7) Lain-lain pendapatan RSUD g sph _sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 hur Aritara a@)

a. hasil penjualan kekayag idak dipisahkan;

b. hasil pemanfaata af;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga; @

e. keuntungan il nilai t@upiah terhadap mata
uang asing; @

f. an

komisi, o:‘ , @pum bentuk lain sebagai
akibafdacpeénjualan dan/atau pengadaan barang
da jasa ole UD R. Syamsudin, S.H.,;

g. has tasi. @

@ é}@ Pasal 14

( patan @)D R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
@ aks alam Pasal 13 kecuali yang berasal dari

Pibah (drikiat; dapat dikelola langsung untuk membiayai

(2) Hikaly terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rlukan sesuai peruntukannya.

@Pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD R.
Syamsudin, S.H. dan dicatat dalam kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.

(4) Seluruh ......

p%i(;l n RSUD R. Syamsudin, S.H. sesuai RBA.



-19-

(4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap
triwulan.

Pasal 15 § ;
(1) Biaya RSUD R. Syamsud1 {_dari biaya
operasional dan non opera 101
(2) Biaya operasional na di ud pada ayat
(1), mencakup sel iaya menjadi beban

RSUD R. Syamsudin;*s- dala@ngka menjalankan

tugas dan fung @
(3) Biaya non ona almana dimaksud pada

O
ayat (1 ﬁup sel b biaya yang menjadi beban

msudi H dalam rangka menjalankan
e

U Q\/&? Syamsudin, S.H. sebagaimana

ayat (1), dialokasikan untuk

gram peningkatan pelayanan, kegiatan
an kegiatan pendukung pelayanan.

§@;%ﬁl aan program dan kegiatan sebagaimana

ksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan
pok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 16

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), terdiri dari :
a. biaya pelayanan, meliputi :

1) biaya pegawai;
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2) biaya bahan;

3) biaya jasa pelayanan;

4) biaya pemeliharaan;

5) biaya barang dan jasa;

6) biaya pelayanan lain-lain.

b. biaya umum dan admin m
1) Biaya pegawai; @ o
2) Biaya admi a tor; @3
3) Biaya peme@\;
4) Biaya barang jasa; @
5) Biaya pyomosi;
6) Biaya @ dan strasi lain-lain.

) Biaya ol seba sna dimaksud pada ayat (1)

huru cakupgigeluruh biaya operasional yang
berh h lan dengan kegiatan pelayanan.

administrasi sebagaimana dimaksud
uruf a, mencakup seluruh biaya

Q Pasal 17

biaya bunga;

biaya administrasi bank;

biaya kerugian penjualan aset tetap;
biaya kerugian penurunan nilai;
biaya non operasional lain-lain.
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Pasal 18

Seluruh pengeluaran RSUD R. Syamsudin, S.H. yang
bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, huruf b, h ¢, dan huruf f
disampaikan kepada PPKD seti ulan.

Seluruh pengeluaran RSUD amsifiy) S.H. yang
bersumber dari dana -w diqraksud pada
ayat (1), dilakukan déapanin nerb;% urat Perintah
Membayar (SPM) R sghan yang-dilampiri dengan
Surat Pernyataan Tangeung ]a@SPT]).

Bentuk form t D an Tanggung Jawab
(SPT]) dan§ ai§tapkan lebih lanjut oleh

@ %g@ Pasal 19

a RSUD R. Syamsudin, S.H. diberikan

(1) luara
sibilita@iengan mempertimbangkan volume

giaz\% ayanan.
ksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

{érupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan
uifikan dengan perubahan pendapatan dalam
mbang batas RBA yang telah ditetapkan secara
definitif.

Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD R. Syamsudin,
S.H. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari
pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah
terikat.

(4) Fleksibilitas .......
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(4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) RSUD R. Syamsudin, S.H.
dapat melakukan perubahan RBA RSUD R.
Syamsudin, S.H. dan DPA RSUD R. Syamsudin, S.H.
setiap triwulan dengan persetuj PPKD.

(5) Perubahan sebagaimana s pada ayat (4)
akan dilakukan perhit ktif pada
etjal S

anggaran perubahan t

(6) Dalam hal terjad@angan ayran, RSUD R.

Syamsudin, S.H. gaju usulan tambahan
anggaran d APBD a PPKD melalui

Sekretaris D@ %
RO
@ @asal 20

1) g ba%@A RSUD R. Syamsudin, S.H.

S ima aksud dalam Pasal 19 ayat (2),
@ytapka?@gan besaran persentase.

% Bes persentase sebagaimana dimaksud pada

@ ay{é;?, ditentukan dengan mempertimbangkan

glu si kegiatan operasional RSUD R. Syamsudin,

@ @Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dalam RBA RSUD R. Syamsudin,
S.H. dan DPA RSUD R. Syamsudin, S.H. oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 21

Transaksi penerimaan dan pengeluara
bersumber dari jasa layanan, b
dengan pihak lain, dan lain-lai e
dilaksanakan melalui rekenipg-Rasd

S.H.

kas yang dananya
Rasil kerja sama

dop yang sah,

g SUD@yamsudin,
OM

@22 @

(1) Dalam rangk@lola@ RSUD R. Syamsudin,
S.H. menye@ aka— 1 sebagai berikut :

Q

akan pdderimaan dan pengelolaan kas;
an gutan pendapatan dan atau

a.
b.
an;
@imp Q%a@ dan mengelola rekening bank;
@yelaku K embayaran;
m an sumber dana untuk menutup defisit
j endek untuk memperoleh pendapatan;
aatkan surplus kas jangka pendek untuk

peroleh tambahan.
( %elolaam kas RSUD R. Syamsudin, S.H.

aksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

@) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dan atau
APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dibuka oleh Direktur RSUD R. Syamsudin,
S.H. pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi.

(5) Rekening ......
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(5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek
pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelim§ ;
Pengelolaan Piun t: g
3 o

A

@

(1) RSUD R. Syamsudig\S.J) dapat m%erikan piutang
sehubungan dengan erahaf¢parang, jasa, dan atau

transaksi lainn ang ber gan langsung atau
tidak 1angsun@an kégi RSUD R. Syamsudin,

R. @amsudin, S.H. dikelola dan

tertib, efisien, ekonomis,

% ggung jawab serta memberikan
dengan praktek bisinis yang sehat

N  ketentuan peraturan perundang-

: 3
yamsudin, S.H. melaksanakan penagihan

0 RSU
§ ; piuta ada saat piutang jatuh tempo.

( k melaksanakan tagihan piutang sebagaimana
maksud pada ayat (3), RSUD R. Syamsudin, S.H.

@ menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta
menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD R.

Syamsudin, S.H.

Q)

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan kepada
Kepala Daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid
yang sah.
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(6) Piutang RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat dihapus
secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang
berwenang, yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang.

(7) Kewenangan penghapusan piutaQy secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pad&ayaX (6) ditetapkan

dengan peraturan Walikota uivil, sesuai dengan
kewenangannya, dengan erhat ketentuan
peraturan perundang-u m ( S
@al 24@
@dim H/ dapat melakukan
@ sel‘@g n dengan kegiatan
P

jkatan peminjaman dengan
as perse@mn Kepala Daerah.

inams. %}@D R. Syamsudin, S.H. dikelola

i elesaj secara tertib, efisien, ekonomis,

¢ aran, bertanggung jawab, sesuai dengan
% t

ek bi ang sehat.

Pem faptan pinjaman/utang yang berasal dari
g; perik peminjaman jangka pendek ditujukan hanya

k belanja operasional termasuk untuk menutup

@ it kas.
@) emanfaatan utang yang berasal dari perikatan

peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk
belanja modal/pengeluaran investasi.

(5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan
Kepala Daerah.

(6) Perikatan .......
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(6) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.

(7) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatur dengan peraturan Walikota Sukabumi.

Pasal 25 %

mb@vunga dan
‘ <

0]

(1) RSUD R. Syamsudin, S.H. wa ’%
pokok utang yang telah jat

(2) Direktur dapat melakuk pelamp;;an pembayaran
bunga dan pokok sepanjarg tida ebihi nilai ambang

batas yang tel@etapka m RBA RSUD R.
Syamsudin, S.H¢ %
O, @ Ba eenam
@ (@%V%tasi
@ QE}@ Pasal 26

udin, S.H. dapat melakukan investasi
memberi manfaat bagi peningkatan
dan pelayanan kepada masyarakat serta
gganggu likuiditas keuangan RSUD R.

d
S udin, S.H.
@ estasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

inVestasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12
(dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi .......
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(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus
kas jangka pendek.

(3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. dapat segera diperjualbelikaxn/dicyirkan;

b. ditujukan dalam rangka

c. beresiko rendah.
@: v

N. tid melakukan investasi
aly atas juan Kepala Daerah.

aimana dimaksud dalam Pasal 6

@@ mer@an pendapatan RSUD R. Syamsudin,

dim pada ayat (1), dapat dipergunakan secara
sung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

@@ Bagian Ketujuh
Kerjasama

Pasal 30

@em ggz RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan, RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain atas izin
Kepala Daerah.

(2) Kerjasama ......
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(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 31 § ;
(1) Kerjasama dengan pihak la

a. kerjasama oper

j agymana dimaksud
dalam pasal 30 ayat (1), ant, :
oM

sewa menyewa

c. usaha lainnya ya menu@ tugas dan fungsi

RSUD R. S@dim S.}@
(2) Kerjasama sebna dimaksud pada ayat

dan proses operasional secara
pembagian keuntungan sesuai
&’belah pihak.

ONEXR Q
(1) h Q erupakagy ikatan antara RSUD R.
Sya H. %gan pihak lainnya, melalui
peng manajemy

t RSUD R. Syamsudin, S.H. kepada pihak
sebaliknya dengan imbalan berupa uang
a bulanan atau tahunan untuk jangka waktu

@ ntu, baik sekaligus maupun secara berkala.

@) saha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi

RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kerjasama dengan
pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD
R. Syamsudin, S.H. dengan tidak mengurangi kualitas
pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD R.
Syamsudin, S.H. antara lain dari kerja sama jasa
pelayanan perawatan dan pendidikan.

Pasal 32 ......
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Pasal 32

(1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 merupakan pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H.

(2) Pendapatan RSUD R. Syamsudig) S.H. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dap rgunakan secara

langsung untuk membiayai pengelypran sesuai RBA
RSUD R. Syamsudin, S.H. Q @

c%@mg/ jasa Pada RSUD R. Syamsudin,
. naka %erdasarkan ketentuan yang
2 1 pan ;4; n barang/jasa pemerintah.

ang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
transparan, bersaing, adil/tidak
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

@ @ Pasal 34

%D R. Syamsudin, S.H. selaku Satuan Kerja
rangkat Daerah yang melaksanakan PPK BLUD
berikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian
@ atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) apabila
terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

—~
—_
~

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang
sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional,
yaitu :
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jasa layanan;

hibah tidak terikat;

hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

lain-lain pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H.

yang sah.
Pasal 3 b
(1) Dalam penetapan peny at 1 RSUD R.

Syamsudin, S.H. terTebi ulu S memperoleh

persetujuan tertulis
>%arang /jasa dengan

a. Direktur u penga
nilai d1 0,00 (lima ratus juta

an oe

b. aba aln ya dltun]uk oleh Direktur untuk
Rngaddan y bernilai sampai dengan Rp

306 a ratus juta rupiah).
(Z@ma daan barang dan/atau jasa yang
tapk ektur RSUD sebagaimana dimaksud
ada , harus dapat menjamin ketersediaan
bara n / atau jasa yang lebih bermutu, lebih

roses pengadaan yang sederhana dan cepat
mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk

dukung kelancaran  pelayanan RSUD R.
@amsudm S.H.

Pasal 36

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan
pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD
R. Syamsudin, S.H. sepanjang disetujui pemberi hibah.
Pasal 37 ......
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Pasal 37

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, dilakukan oleh pelaksana pengadaan
barang/jasa.

Untuk kelancaran dalam pen barang/jasa di

RSUD R. Syamsudin, S.H. dikemn Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa ya@ditetapkan
<

dengan keputusan Direk

Unit Layanan gagdan Ba /Jasa  (UPBJ)
sebagaimana dima ada ~gyat (2) mempunyai
tugas melaksanakan penga barang/jasa guna
keperluan RSU@@yam@.H.

i 4 @an Barang/Jasa (UPB]J),
A ada ayat (2) terdiri dari
iR Oy hami tata cara pengadaan,

%@ Pasal 38

pelaksana pengadaan barang/jasa

B
ébagaimana’dimaksud dalam pasal 37 ayat (3), dilakukan

rinsip :

@ jektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan
@ pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan

mengenai  proses dan  prosedur pengadaan
barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadan
barang/jasa;

Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak
terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain
baik langsung maupun tidak langsung; dan

3. Saling ......



-32-

3. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha
memperoleh  informasi  dari  sumber yang
berkompeten,  dapat  dipercaya, dan  dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan
yang memadai dalam melaksanakan penunjukan
pelaksana pengadaan lain.

Bagian Kg@an @
Pe@ ' y Bara\"g @
>
(1) Barang inven@ilik R. Syamsudin, S.H.
dapat dial ke ihak lain dan atau
dihapuéja% asarkamprtimbangan ekonomis.
V) Peng% epad@%ak lain sebagaimana dimaksud
1, “ayat % akukan dengan cara dijual,
pdrégkarka v: aw’ dihibahkan.
ang i @ris sebagaimana dimaksud pada ayat
) akan barang pakai habis, barang untuk

@diol u dijual, barang lainnya yang tidak

§ ; m i persyaratan sebagai aset tetap.
( rimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai
ngalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H.

(5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(4) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan
keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H.

Pasal 40 .....
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Pasal 40

RSUD R. Syamsudin, S.H. tidak dapat mengalihkan
dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas
persetujuan Kepala Daerah.
Aset tetap sebagaimana di pada ayat (1)
merupakan aset berwujud ;, epppunyai masa
manfaat lebih dari 12 (ds elasan untuk
digunakan dalam kegiat S S}@ sudin, S.H.
atau dimanfaatkan araka m.
Kewenangan pengall dan/ penghapusan aset
tetap sebagaiptana dim pada ayat (1)
diselenggarak@dasa njang nilai dan jenis
barang de ketentuan  peraturan
perun ngan yany berlaku.

i * alan aset tetap sebagaimana
) merupakan pendapatan RSUD

@alihaan atau penghapusan aset tetap

gunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak
kait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD
. Syamsudin, S.H. harus mendapat persetujuan
kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Tanah dan bangunan RSUD R. Syamsudin, S.H.
disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
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(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD R.
Syamsudin, S.H. untuk penyelenggaraan tugas pokok,
fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur dengan
persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. § j

Bagian Kese} ’alr @
Surplus d Angg%Q

> &
(1) Surplus ang RS@ Syamsudin, S.H.
a

merupaka st ebi realisasi biaya RSUD R.
Syams@lf' pada sat@tahun anggaran.

(2) Surp%ggara D R. Syamsudin, S.H. dapat
dian da un anggaran berikutnya kecuali
ol

ala Daerah sesuai kewenangannya
ian atau seluruhnya ke kas daerah
rtimbangkan posisi likuiditas RSUD R.

Q Pasal 43
@ 4‘.fisit anggaran RSUD R. Syamsudin, S.H. merupakan

Q selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan
realisasi biaya RSUD R. Syamsudin, S.H. pada satu
tahun anggaran.

0;.
5 2\&
3
”@5
-t
@

(2) Defisit anggaran RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat
diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran
berikutnya kepada PPKD.



Bagian Kesebelas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 44
Setiap kerugian Daerah pada RS Syamsudin, S.H.
yang disebabkan oleh tindaka @en ar-hukum atau
kelalaian seseorang diselesatkalr/ deng ketentuan

na'b penyelesaian

peraturan perundang—unda ehge
kerugian daerah.

T,

gian Ke as
S
0% %Pasal 45
e

Penata SUD R. Syamsudin, S.H. paling

a
sedikit uat :

. apata

@ Pasal 46

g) Penatausahaan RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip
pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib,
efektif, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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Pasal 47
(1) Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. menetapkan
kebijakan  penatausahaan keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H.

(2) Penetapan kebijakan penata n sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disa ika epada PPKD.

Bagia elas

Akuntansi, Pelaporan, d angg ]awaban Keuangan
@Pasalél

RSUD R. Sya T apkan sistem informasi

mana]emero an ses 8 dengan kebutuhan dan

praktek g s

asal 49
@p tr 1 keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H.

arus untansikan dan dokumen pendukungnya
@ dike cara tertib.

(2) ntansi dan laporan keuangan RSUD R
sudm, S.H. dilaksanakan sesuai dengan
,:é raturan perundang-undangan yang berlaku.

) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan,
pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) RSUD R. Syamsudin, S.H. mengembangkan dan
menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu
kepada standar akuntansi yang berlaku sesuai
dengan jenis layanannya
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Pasal 50

(1) Laporan keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi

anggaran/laporan operasional, aca, laporan arus
kas dan catatan atas lapor uangan, disertai
mengenai laporan kinerja.

(2) Laporan keuangan unifigt ha/ <@man yang
diselenggarakan . udin, S.H.
dikonsolidasikan dal lapgra keuangan
sebagaimana dimak da ayg2-Q).

(3) Lembar m apo euangan  unit-unit
usaha/layary, agai imaksud pada ayat (2)
dimuat se@ampi aporan keuangan RSUD R.
Syams

(4) Lap euanSUD R. Syamsudin, S.H.
se ana sud pada ayat (1) disampaikan

kepada Walikota Sukabumi, sesuai
yerangannya, untuk dikonsolidasikan
keuangan Pemerintah Daerah.

Lapc@keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1)

fsampaikan kepada Kepala Daerah, sesuai dengan

enangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah
r ode laporan berakhir.

@) Laporan keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi.

(7) Penggabungan laporan keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H. adalah laporan keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H. dan Pemerintah Daerah disesuaikan
dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
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(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H. diaudit oleh pemeriksa eksternal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempatbel%z
Akuntabilitas @a @
Pas O
(1) Direktur bertang jawab, terhadap kinerja
operasional RSUD R.“Syams .H. sesuai dengan
tolok ukur ya itetapka@; am RBA RSUD R.
Syamsudin, S. %

(2) Direktup, r@kbtis g dan melaporkan kinerja
oper@ RSU R. Syamsudin, S.H. secara

deng poran keuangan sebagaimana
di dal 150 ayat (1).

%® @@ BAB III

INAAN DAN PENGAWASAN

@ Pasal 52

¢mbinaan RSUD R. Syamsudin, S.H., dilakukan oleh
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

@

(2) Pembinaan keuangan RSUD R. Syamsudin, S.H.
dilakukan oleh PPKD.

Pasal 53

(1) Pengawasan operasional RSUD R. Syamsudin, S.H.
dilakukan pengawas internal.

(2) Pengawasan ......
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(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern
(SPI) yang berkedudukan langsung di bawah
Pemimpin RSUD R. Syamsudin, S.H.

Pasal 54 %

Pengawas internal sebagaimana sud@n Pasal 53,
dibentuk dengan mempertin‘k? aw’: S

a. keseimbangan antaaat dan b;an;
b. Kompleksitas manajeme

c. Volume dan/ataty ngkauar@%-anan.

O @ 1 55
1 P nggw/é(?mter agaimana dimaksud dalam
P

ersavia a jajaran manajemen RSUD R.

~—/menciptakan dan meningkatkan
rnal RSUD R. Syamsudin, S.H.

bungsi engendalian internal RSUD R. Syamsudin,
S.H.(debagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu

@ %j en RSUD R. Syamsudin, S.H. dalam hal ini :

a engamanan harta kekayaan;
menciptakan akurasi system informasi keuangan;
@ ¢. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan
menjadi pengawas internal antara lain :

a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang
memadai;
b. memiliki ......
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b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis
sebagai pemeriksa;

BAB IV

REMUNERA%%

irektur, : @g;wai RSUD R.
Syamsudin, S.H. at /Jiberikan Yemunerasi sesuai

dengan tingkat tanggung @b dan tuntutan

,.\
N
N

profesionalism dlperl
Remuneras Salm aksud pada ayat (1),
merup@ alan keyy yang dapat berupa gaji,
tunja orarium, insentif, bonus atau
prest ango 7/ atau pensiun.

Pasal 57
enet -» Q remunera51 RSUD R. Syamsudin, S.H.
@ me bangkan faktor-faktor :

kuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD R.
yamsudm, SH., tingkat pelayanan serta
produktifitas;

@ . pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan RSUD R. Syamsudin,
S.H.,;

d. kinerja operasional RSUD R. Syamsudin, S.H.yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
mempertimbangkan  antara  lain  indikator
keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi
masyarakat.

(2) Ketentuan ......
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(2) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan
kemudian oleh Direktur atas persetujuan Dewan

Pengawas.
BABV %

EVALUASI DAN PEN @! KI
: Q
(1) Evaluasi dan penﬂ@nerj D R. Syamsudin,

ctiap tah eh Kepala Daerah

dan/atau Dewah Pe gawﬂ% adap aspek keuangan

dan non ke 4
(2) Eval pemla%kmer]a sebagaimana dimaksud

pada (1), an untuk mengukur tingkat
pe an hasi gelolaan RSUD R. Syamsudin,
agai itetapkan dalam Renstra dan RBA

R. Syi din, S.H.
@ Pasal 59

dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
paithana dimaksud dalam Pasal 58, dapat diukur
dgsarkan tingkat kemampuan RSUD R. Syamsudin,

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan
yang diberikan (rentabilitas);
memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Pasal 60 ......
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Pasal 60

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat diukur
berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal
pelayanan, pembelajaran, dan pertumpyhan.

KET@ Q®

Investasi yang telalh~dimiliki ilakukan RSUD R.
Syamsudin, S.H. Qf di menjadi PPK-BLUD
RSUD R. SyapmsoQiv, S. nggap telah mendapat
'si dart alikota Sukabumi, sesuai
dengan gannyg,pada saat RSUD R. Syamsudin,
S.H. dite enjagi -BLUD.
@ Z Pasal 62
%@r mul rlakunya peraturan Walikota Sukabumi

ran pelaksanaan yang berkaitan dengan
iatan elpyanan RSUD R. Syamsudin, S.H. yang telah
Al

Aa, ;eta rlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

)
8

n Walikota ini.

: BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur dan atau ditetapkan oleh Keputusan Direktur
RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

Pasal 64 .......
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Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinkdy, memerintahkan
pengundangan  Peraturan ~ Waliko ini  dengan
penempatannya dalam Berita D @
(s
dg/thnggal 29 Desember 2009
@ WALI SUKABUMI,
@ @cap. ttd.
OQ %
@: Q@H MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukab @
Pada tanggal 29 D% 009 @
SEKRETARIS DA(@! @
KOTA SUK%% I, ?

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 25



